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PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221287 Fax. (0536) 3221170

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.4/(} A/BKAD/2023
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

a.

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan pada Badan Publik;

bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu,
maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah tentang Penetapan Daftar Informasi
Publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

By

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013
tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
62);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1)

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2013
tentang Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara
berkala dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal . Januari 2023

PLT. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

>

s~-DALDIN, M.Si
PEMEBINA UTAMA MUDA ((I)V!c]
NIP. 196808201993031013

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan).

2. PIt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Up. Kepala Biro Hukum:

3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
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